
a. bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh 
masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab yang 
dimiliki oleh seluruh komponen penyelenggara pemerintahan 
di daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskir, Pemerintah Daerah provmsi 
berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program 
tingkat provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir 
miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, 
strategi dan program nasional; 

c. bahwa untuk menyelesaikan masalah fakir miskin dan anak 
terlantar di daerah, pemerintah daerah membutuhkan dasar 
hukum; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran 
Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 
Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2687); 
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3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3143); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5606); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4967); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5235); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta karya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Utara. 
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah. 
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah. 
6. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, 

perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/ a tau 
pelayanan sosial. 

7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai 
sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber 
mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan 
memenuhi Kebutuhan Dasar yang layak bagi kehidupan 
dirinya dan/ a tau keluarganya. 

8. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, 
terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah 
Daerah, masyarakat dan/atau pihak lain dalam bentuk 
kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, 
pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi Kebutuhan 
Dasar setiap warga di Daerah. 

9. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk untuk melakukan 
pengelolaan data Fakir Miskin yang disampaikan oleh 
Bupati/Walikota kepada Gubemur. 

10. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi 
kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, 
maupun sosial. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG FAKIR MISKJN DAN ANAK 
TERLANTAR. 

MEMUTUSKAN: 

GUBERNUR SULAWESI UTARA 

dan 

SULAWESI UTARA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! 

Dengan Persetujuan Bersama 
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Pasal 4 
( 1) Gubernur berkoordinasi terkait hasil verifikasi dan validasi 

data sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dari 
Bupati/ W alikota. 

(2) Hasil verifikasi dan validasi data yang diterima Gubernur 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dikelola menjadi data 
berbasis teknologi informasi yang dapat diakses seluruh 
masyarakat. 

(3) Data berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diteruskan oleh Gubernur sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Selain untuk diteruskan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), data berbasis teknologi informasi dihirnpun menjadi 
basis data Pemerintah Daerah. 

(5) Basis data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), menjadi acuan bagi Bupati/Walikota dalam 
menentukan kebijakan, strategi dan program Penanganan 
Fakir Miskin. 

Pasal 3 
( 1) Pendataan Fakir Miskin dilakukan berdasarkan tata cara 

dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Dalam pendataan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan verifikasi dan validasi data. 

BAB II 
PENDATAAN FAKIR MISKIN 

Pasal 2 
Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Anak Terlantar 
bertujuan untuk: 
a. menjamin pemenuhan Kebutuhan Dasar Fakir Miskin dan 

Anak Terlantar; 
b. menekan jumlab Fakir Miskin; 
c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penanganan 

Fakir Miskin dan Perlindungan Anak Terlantar; dan 
d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi 

dalam Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Anak 
Terlantar. 

11. Perlindungan Anak Terlantar adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi Anak Terlantar dan hak-haknya 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi. 
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Pasal 8 
(1) Gubemur melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap verifikasi dan validasi data Fakir Miskin yang 
dilaksanakan di Kabupaten/Kota. 

BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 7 
(1) Untuk melakukan pengelolaan terhadap data Fakir Miskin 

yang disampaikan oleh Bupati/Walikota, Gubemur 
membentuk Tim Koordinasi. 

(2) Dalam melakukan pengelolaan data, Tim Koordinasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat melibatkan 
pemangku kepentingan. 

(3) Pembiayaan pelaksanaan program Tim Koordinasi 
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, 
yang d.ianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran 
perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang sosial. 

(4) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim 
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
dalam Keputusan Gubemur. 

BAB Ill 
TIM KOORDINASI 

Pasal 6 
(1) Untuk melakukan pengelolaan terhadap hasil verifikasi dan 

validasi data yang diterima Gubernur menjadi data berbasis 
teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2), Pemerintah Daerah membangun sistem pendataan. 

(2) Sistem pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi penyediaan sumber daya manusia dan sarana 
prasarana. 

Pasal 5 
( 1) Dalam hal terdapat pendaftaran dan peru bahan data Fakir 

Miskin, Gubemur menerima pendaftaran dan perubahan 
data Fakir Miskin dari Bupati/Walikota. 

(2) Pendaftaran dan perubahan data Fakir Miskin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menjad.i dasar bagi Gubemur 
untuk: 
a. melakukan perubahan terhadap basis data Pemerintah 

Daerah; dan 
b. meneruskan sesuai ketentuan peraturan perundang 

undangan. 
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Pasal 11 
(1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaksanaan 

verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan Perlindungan 
Anak Terlantar yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan 
pemerintah Kabupaten/Kota. 

(2) Koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data Fakir 
Miskin dan Perlindungan Anak Terlantar sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan melalui rapat 
koordinasi. 

(3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilaksanakan setiap tahun, sebelum penetapan anggaran 
pendapatan dan belanja Daerah. 

BAB V1 
KOORDINASI 

Pasal 10 
Fasilitasi Perlindungan Anak Terlantar oleh Pemerintah Daerah, 
dilakukan dengan: 
a. menyerahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota sesuai 

dengan domisili orang tuanya untuk Anak Terlantar yang 
ditemukan di wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda dengan 
domisili orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf a; 

b. melaksanakan fasilitasi penunjukan orang tua asuh 
terhadap Anak Terlantar yang tidak diketahui domisili orang 
tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b; dan 

c. melakukan rehabilitasi sosial dasar sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan untuk Anak Terlantar yang 
berada dalam panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf c. 

Pasal 9 
Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Perlindungan terhadap 
Anak Terlantar yang: 
a. ditemukan di wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda dengan 

domisili orang tuanya; 
b. tidak diketahui domisili orang tuanya; dan 
c. berada dalam panti. 

BABV 
FASILITASI PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang 
sosial. 
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Pasal 14 
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mi harus 
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan 
Daerah ini diundangkan. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Pendataan 

Fakir Miskin dan Perlindungan Anak Terlantar. 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), untuk: 
a. pendataan Fakir Miskin dapat dilakukan dengan 

memberikan informasi mengenai ketidakcocokan data 
yang terdapat dalam basis data Pemerintah Daerah 
dengan kondisi faktual; dan 

b. perlindungan anak Terlantar dapat dilakukan dengan 
pemberian informasi mengenai keberadaan Anak 
Terlantar di wilayah tertentu. 

(3) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b, peran serta masyarakat dalam Perlindungan Anak 
Terlantar dapat dilakukan dengan pemberian informasi 
mengenai domisili orang tua dari Anak Terlantar yang 
ditemukan. 

BAB VIII 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 12 
Pendanaan Pendataan Fakir Miskin dan Perlindungan Anak 
Terlantar dapat bersumber dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan 
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
PEND AN MN 
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NA UTAMA MUDA 
NIP.19680206 199403 2 008 

LEMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 2 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA: (2-92/2021) 

Salinan sesuai dengan aslinya 

EDWIN HARMINTO SILANGEN 

TTD 

Diundangkan di Manado 
pada tanggal 3 Juni 2021 
SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA 

OLLY DONDOKAMBEY 

GUBERNUR SULAWESI UTARA, 

Ditetapkan di Manado 
pada tanggal 3 Juni 2021 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

Pasal 15 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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ENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 

NOMOR  2 TAHUN 2021 

TENTANG  

FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR 

 

I. UMUM 

Upaya untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu 

tujuan bernegara yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan kesejahteraan 

masyarakat yang diamanatkan dalam konstitusi tersebut tentunya 

merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, utamanya 

pemerintah dalam seluruh tingkatan mulai dari pusat, provinsi maupun 

kabupaten/kota.  

Tingginya jumlah Fakir Miskin dan adanya Anak Terlantar di suatu 

daerah secara otomatis mengindikasikan belum terakomodasinya kebutuhan 

suatu kelompok masyarakat yang sejatinya merupakan amanat dari 

konstitusi. Di sisi lain Pemerintah Daerah merupakan bagian dari subjek 

yang diberi tanggung jawab untuk mengemban amanat yang dimaksud. 

Dalam hal inilah Pemerintah Daerah memerlukan suatu instrumen hukum 

yang mampu mengarahkan pelaksanaan dari upaya konkret yang perlu 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan Penanganan Fakir 

Miskin dan Perlindungan Anak Terlantar. 

Dengan beberapa dasar pemikiran di atas, diharapkan Peraturan Daerah 

ini dapat memberikan pengaturan yang komprehensif dalam upaya 

Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Anak Terlantar di Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
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Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain 

perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tokoh masyarakat 

dan tokoh agama. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 
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Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 2 


